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ABSTRAK

CATATAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan
hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tanggal 11 September
2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang
tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang,
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota

Padang Panjang Tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil
Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran |

Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2017.

- Lampiran 19 him



